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1PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS DI DESA
JOMBLANG DAN TEGALREJO, DUKUH, SUKOHARJO
Dengan Pendekatan Green Architecture
Abstrak
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) adalah suatu
kegiatan yang memberi peluang kepada masyarakat untuk tidak saja menanggulangi
kemiskinan secara lebih luas dan terpadu, tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat
untuk menata kembali lingkungan hidup mereka dan menstrukturkan kembali tatanan
sosial dan ekonomi mereka.
Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Program PLPBK (Penataan
Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) merupakan kegiatan masyarakat untuk
merencanakan dan membangun tatanan kehidupan warga berdasarkan visi masa depan
yang dibangun bersama, untuk mewujudkan lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras
dan lestari, yang merupakan wujud dari budaya maju masyarakatnya (Community Based
Neighborhood Development).
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighborhood
Development) pada dasarnya merupakan bentuk stimulan bagi keberhasilan masyarakat
di Kelurahan Dukuh yang telah mampu membangun lembaga masyarakat yang berupa ;
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mencapai kualifikasi ”BKM Berdaya menuju
Mandiri” atau BKM Mandiri serta telah melaksanakan kemitraan dengan Pemda atau
dengaan pihak lain (channelling).
Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas secara substansi
merupakan implementasi konsep kemitraan dan ”channelling” program pada skala yang
lebih kecil, yakni skala Kelurahan. Diharapkan, melalui kegiatan ini berlangsung proses
pembelajaran, penataan dan pelembagaan kemitraan sinergi antara masyarakat,
pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat. Prosesnya lebih mengutamakan
pada keswadayaan, kemandirian dan  kerja keras  untuk  menggalang segenap  potensi
sumber daya yang dimiliki bersama dan mengakses berbagai sumber daya dari luar
lainnya dalam  upaya mengembangkan  lingkungan  permukiman yang sehat,  tertib,
selaras, berjatidiri dan lestari menuju cita-cita masyarakat yang sejahtera.
Kata Kunci: Lingkungan Permukiman; Desa Jomblang dan Tegalrejo, Dukuh,
Sukoharjo; Green Architecture.
Abstracts
Environment Community-Based Settlement Arrangement (PLPBK) is an activity that
gives an opportunity to the public to not only alleviate poverty in a more comprehensive
and integrated approach, but also provide opportunities for people to reorganize their
living environment and structuring back their social and economic order.
Based Guidelines for Conduct issued by the Directorate General of Human Settlements
Ministry of Public Works. Program PLPBK (Environmental Restructuring Community-
Based Settlement) is a community activity to plan and build the order of life of citizens
by visions of the future are built together, to realize the physical environment that is
healthy, orderly, harmonious and sustainable, which is a form of advanced culture
community (Community Based Neighborhood Development).
Environmental Restructuring Program Community-Based Settlement (Neighborhood
Development) is basically a form of stimulant for the success of the community in the
village of Hamlet that has been able to build such public institutions; Community Self-
Reliance Agency (BKM) in achieving qualification "Helpless BKM towards Self" or
2BKM Mandiri and has implemented a partnership with the local government or other
parties dengaan (channeling).
Environmental Restructuring activities Community-Based Settlement in substance is the
implementation of the concept of partnership and "channeling" program on a smaller
scale, the scale of the Village. Hopefully, through this activity lasts learning process,
structuring and institutionalizing the partnership synergy between the community,
village governments and local care group. The process is more emphasis on self-reliance,
self-reliance and hard work to mobilize all potential resources shared and access a
variety of resources from other outside in an effort to develop neighborhoods healthy,
orderly, aligned, berjatidiri and sustainably towards the ideals of a prosperous society.




Penataan Lingkungan Permukiman di Desa Jomblang dan Tegalrejo, Dukuh,
Sukoharjo Berbasis Komunitas (PLPBK)adalah suatu kegiatan yang memberi peluang
kepada masyarakat untuk tidak saja menanggulangi kemiskinan secara lebih luas dan
terpadu, tetapi juga memberi peluang bagi masyarakat Jomblang dan Tegalrejo untuk
menata kembali lingkungan hidup mereka dan menstrukturkan kembali tatanan sosial
dan ekonomi mereka.
1.2 Latar Belakang
Desa secara etimologi diartikan sebagai kelompok rumah di luar kota yang merupakan
kesatuan. Desa yang dipandang sebagai lawan kota diartikan sebagai keadaan yang
asri, sejuk dan hijau. Secara administratif, desa tersusun dari gabungan dusun-dusun.
Desa Jomblang dan Tegalrejo adalah desa yang ada di Kelurahan Dukuh, Kabupaten
Sukoharjo. Di mana desa Jomblang dan Tegalrejo adalah bagian dari sub wilayah RW
9 dan RW  8 Kelurahan Dukuh. Sebagian warganya  memiliki ketrampilan dan
kreatifitas dalam hal kerajinan seni. Banyak kerajinan yang dihasilkan di kampung ini,
adapun kerajinan seni yang diproduksi diantaranya adalah kerajinan Ukir kayu, Batik,
Tatah Sungging, Anyaman bambu, dsb. Mengetahui banyaknya kerajinan yang
dihasilkan warga kampung Jomblang dan Tegalrejo maka keinginan warganya agar
hasil kerajinan bisa dipasarkan lebih luas lagi. Kawasan terpilih yang menjadi prioritas
penanganan dalam penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (
RTPLP ) sebagai Kawasan Prioritas Kelurahan Dukuh terletak di Kampung Tegalrejo
dan Jomblang. berdasarkan pada lokasi dan tingkat kemiskinan, serta tingkat
kekumuhan yang ada.
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Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Program PLPBK (Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas) merupakan kegiatan masyarakat untuk
merencanakan dan membangun tatanan kehidupan warga berdasarkan visi masa depan
yang dibangun bersama, untuk mewujudkan lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras
dan  lestari, yang  merupakan  wujud dari  budaya maju  masyarakatnya (Community
Based Neighborhood Development).
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighborhood
Development) pada dasarnya merupakan bentuk stimulan bagi   keberhasilan
masyarakat di Kelurahan Dukuh yang telah mampu membangun lembaga masyarakat
yang berupa ; Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) mencapai kualifikasi ”BKM
Berdaya menuju Mandiri” atau BKM Mandiri serta telah melaksanakan kemitraan
dengan Pemda atau dengaan pihak lain (channelling).
Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas secara substansi
merupakan implementasi konsep kemitraan dan ”channelling” program pada skala
yang lebih kecil, yakni skala Kelurahan. Diharapkan, melalui kegiatan ini berlangsung
proses pembelajaran, penataan dan pelembagaan kemitraan sinergi antara masyarakat,
pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat. Prosesnya lebih mengutamakan
pada keswadayaan, kemandirian dan kerja keras untuk menggalang segenap potensi
sumber daya yang dimiliki bersama dan mengakses berbagai sumber daya dari luar
lainnya dalam upaya mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat, tertib,
selaras, berjatidiri dan lestari menuju cita-cita masyarakat yang sejahtera.
1.3 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dibuat
rumusan masalah sebagai berikut:
a) Bagaimana cara merencanakan dan membangun tatanan kehidupan warga
berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama, untuk mewujudkan lingkungan
fisik yang sehat, tertib, selaras dan lestari, yang merupakan wujud dari budaya maju
masyarakatnya dengan memberikan fasilitas yang aman dan nyaman sesuai dengan
standart dari potensi yang ada di area tersebut dengan fasilitas pendukung untuk
menambah dari fasilitas umum dan penunjang?
4b) Bagaimana memberikan kenyamanan masyarakat dengan menata lingkungan untuk
mendukung fasilitas lingkungan dan mendukung sebuah konsep Green Architecture?
c) Bagaimana manajemen Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis
Komunitas di Desa Jomblang dan Tegalrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten




Secara umum, PLPBK bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan
masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras,
berjati diri dan lestari.
Sedangkan secara khusus, PLPBK berusaha untuk mewujudkan:
1) Masyarakat yang sadar pentingnya  tinggal di permukiman yang tertata  selaras
dengan lingkungan yang lebih luas  dan tanggap bencana.
2) Masyarakat yang berbudaya sehat, bersih, dan tertib pembangunan.
3) Masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan perencanaan, dan
pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman mereka.
2. Metode
2.1.Metode Pembahasan (Strategi pelaksanaan)
Untuk dapat mencapai hasil akhir seperti yang disebutkan di atas, maka salah satu
strategi pelaksanaan yang digunakan adalah melalui pembangunan lingkungan sebagai
pintu masuk untuk pembangunan manusia seutuhnya jasmaniah dan rohaniah sehingga
menghasilkan warga masyarakat yang secara sosial efektif dan secara ekonomi produktif
yang pada gilirannya akan membangun masyarakat adil, maju dan sejahtera. Strategi ini
akan diwujudkan dalam 3 cara utama sebagai berikut:
1.   Edukasi masyarakat dalam bentuk pembelajaran kritis, diskusi kelompok terarah,
studi kasus, kunjungan lapangan, dll yang terkait dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, tata kepemerintahan/ pelayanan publik, bencana alam,
dsb.
2. Serangkaian musyawarah warga untuk menyepakati aturan pembangunan  dan
pengelolaan lingkungan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan,
pelayanan publik, dsb.
3.   Menggunakan pembangunan lingkungan sebagai media praktek untuk penataan
5tata laku yang positif dan efektif (etika pembangunan).
1. Tahap Persiapan,
Inti kegiatan dalam tahap ini adalah penetapan kawasan prioritas dan
sosialisasi program melalui berbagai media  dengan penekanan pada lokakarya
orientasi program secara berjenjang dari tingkat nasional, propinsi dan daerah.
2.2.  Tahap pelaksanaan




Dalam pencarian data penulis melakukan survey lapangan, dimana data-data
tersebut dalam bentuk foto dan sebagainya.
b) Wawancara (Persuasif)
Selain survey lapangan, untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis juga
melakukan pendekatan terhadap warga dimana warga tersebut adalah selaku ketua
RW dan RT maupun   warga atau tokoh masyarakat tertentu dengan cara
mewawancarai.
Inti kegiatan pada tahap ini adalah membangun kolaborasi perencanaan dimana
antar berbagai pihak (masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha/swasta) dapat saling
terbuka berbagi informasi, melakukan dialog dan konsultasi, dan bersepakat terhadap
aturan bangunan setempat dan pokok – pokok perencanaan dan pembangunan.
3. Tahap Kawasan Prioritas,
Inti kegiatan  pada tahap ini adalah melakukan  proses kawasan yang akan
ditata kembali dan telah tersedia RTPLP-nya (Rencana Tindak Penataan Lingkungan
Permukiman) kepada berbagai pihak seperti antara lain dinas / instansi pemerintah
(sumber dana APBN/APBD) maupun lembaga / instansi non pemerintah seperti
lembaga bisnis, sosial, baik ditingkat nasional maupun multinasional sehingga terjadi
kerjasama yang saling menguntungkan atau kontribusi sepihak seperti ”channelling”
dari dinas/sektor lain.
Pada tahap ini juga akan dilakukan pelaksanaan pembangunan fisik untuk
mencoba dan memantapkan manajemen pembangunan oleh komunitas.
64. Tahap Desain,
Inti kegiatan pada tahap ini adalah proses desain pembangunan fisik hasil
perencanaan mikro (RTPLP)   sebagai bentuk penyelesaian   permasalah   serta
penggalian potensi yang dimiliki kelurahan. Proses ini pun dilakukan untuk
menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat
dalam pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan konstruksi.
3.   Hasil dan pembahasan
3.1 Lingkup Wilayah
Di dalam perancangan Penataan Lingkungan ini harus tetap memperhatikan sebuah
fungsi dan tata guna lahan yang ada, sehingga sebuah bangunan yang nantinya benar-
benar fungsional dan keberadaan nya nanti tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.
3.2 Lingkup Materi
Pembahasan di tekankan pada disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dalam
perencanaan dan perancangan sebuah desain penetaan lingkungan pada wilayah ini.
3.3 Lingkup Pencarian Data
Dalam tahap ini dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dengan
berbagai cara seperti survey langsung ke lapangan maupun menggunakan study literatur.
a. Survei Lapangan
Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data secara langsung
melalui pengamatan langsung tentang kondisi tapak dan lingkungan sekitar.
b. Studi Literatur
Studi literatur merupakan studi yang diambil dari beberapa refrensi sebagai
landasan teori dan juga sebagai acuan dalam penyusunan, biasanya berupa
peraturan-peraturan yang ada di kota tersebut maupun standar-standar yang
harus diterapkan sebelum merancang suatu bangunan atau kawasan.
3.4 Lingkup Tahap Analisa
Yaitu tahap penguraian dan pengkajian data yang disusun sebagai landasan yang
mendasar bagi pendekatan perencanaan dan perancangan Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).
5 Kutipan dan Acuhan
3.5.1. MUSRENBANG Kabupaten Sukoharjo 2014
Dalam merencanakan pembangunan Kelurahan dalam sekala Kecamatan
Sukoharjo, sektor-sektor yang masuk prioritas dalam rencana pembangunan di setiap
7tahunnya terbagi beberapa faktor kegiatan pembangunan sebagai arahan pengembangan
Kelurahan dalam sekala kecamatan Sukoharjo antara lain :
1.   Ketahanan pangan
2. Penurunan kemiskinan
3.   Mengendalikan jumlah penduduk
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
5. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan
6. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur
7. Peningkatan investasi daerah
8. Peningkatan kerja birokrasi untuk mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik
9. Peningkatan penguatan kelembagaan penataan ruang.
10. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman
bencana.
3.5.2.   PJM Pronangkis Kelurahan Dukuh
Adalah serangkaian kegiatan yang dihasilkan dari musyawarah/rembug warga
untuj menyusun PJM Pronangkis ditingkat kelurahan yang mempunyai tiga langkah
utama dalam tahab ini,yaitu:
1. Perumusan masalah, potensi, kebutuhan dan pronangkis oleh BKM sebagai
presentasi masyarakat.
2.   Rembug warga, loka karya, koordinasi, dan konsultasi pada pihak terkait baik
ditingkat kelurahan, kecamatan, termasuk pemda.
3.   Keterlibatan dan penyebar luasan perumusan yang tlah disepakati ke masyarakat dan
pihak-pihak terkait.
3.5.3.   Tujuan dari PJM Pronangkis
Adapun tujuan dari Pronangkis yaitu:
1.   Memetakan kondisi kemiskinan untuk mendapatkan solusi yang yang tepat sasaran.
2.   Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan kemiskinan dan
penanggulangannya.
3.   Mengkaji dan mengklarifikasi permasalahan, penyebab dan kebutuhan warga melalui
Pemetaan Swadaya.
4.   Mengoptimalisasikan sumber daya yang ada dan mampu mendorong akses dan
peluang sehingga persoalan kemiskinan bisa dilaksanakan secara mandiri.
83.5.4.   Visi dan Misi BKM
Perumusan visi dan misi
Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat KELURAHAN DUKUH tetapi dengan
dasar masukan dari Dusun/wilayah,antara lain harapan yang ingin diwujudkan,
serta langkah yang akan akan dilakukan untuk mewujudkan harapan tersebut.
Visi: 1. Terwujudnya masyarakat warga yang demokratis dengan membangun sinergi
dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif dan
berkelanjutan.
2. Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan berdaya.
Misi: 1. Memfasilitasi  penyediaan modal bagi warga miskin yang   tergantung dalam
kelompok    swadaya masyarakat (KSM).
2. Memfasilitasi pelatihan ketrampilan berusaha, termasuk pengembangan jaringan
pemasaran dan peningkatan mutu produksi.
3.  Menyediakan sarana dan prasarana dasar pendukung kegiatan ekonomi, sosial,
dan budaya.
Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan
pertanian tanaman pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah
tidak beririgasi. Tanaman yang dimaksud meliputi tanaman pangan dan
hortikultura.
Adapun pemanfaatan kawasan pertanian lahan basah diatur sebagai berikut:
1.   Mempertahankan dan mengembangkan tanaman yang telah ada dan memiliki
daya saing tinggi;
2. Penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pengolahan hasil-hasil
pertanian;
3.   Konversi lahan dapat dilakukan dengan tetap mengingat fungsi utama, daya
dukung, dan kesesuaian dengan aktifitas sekitar;
Sektor pertanian berperan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten
Sukoharjo. Bagi provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo menyumbang peranan
penting dalam produksi padi.
9ARAHAN PENGEMBANGAN EKONOMI UNGGULAN
Kecamatan Produk Unggulan Arahan Pengembangan
............... .................................................. .........................................................
Sukoharjo Tanaman Pangan :Padi sawah,
Gogo, Kacang hijau, Kacang
tanah ,kedelai, jagung.
Pengolahan bahan makanan ringan,
Agrobisnis, Tempat pengeringan
.................. .................................................... ......................................................
Tabel 3.1. arahan pengembangan ekonomi unggulan
( Sumber: RTRW Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa tengah tahun 2011-2031)
3.3.5    Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan Dan Lingkungan
Konsep dasar perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan merupakan hasil
tahapan analisis program bangunan dan lingkungan yang memuat gambaran dasar
penataan pada lahan perencanaan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan
penjabaran gagasan desain secara lebih detail dari masing-masing elemen desain.
Visi Misi Pembangunan
Visi :
“ Mewujudkan hunian masyarakat terpadu terhadap kepedulian dan
pemanfaatan
lingkungan yang maksimal dengan pembangunan lingkungan di tahun 2019 “
Misi :
1. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  saluran irigasi  sebagai  sarana pengairan  lahan
pertanian dan meminimalkan bencana banjir.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan sebagai akses mobilitas
warga.
3. Penempatan dan pengelolaan sampah yang dikelola dengan baik dan sehat
4. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman produktif dan Warung Hidup Pemanfaatan





Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan :
1. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di
kelurahan Dukuh, Kabupaten Sukoharjo dinilai berhasil dan sudah berjalan dengan baik.
Evaluasi ini dilakukan dengan tiga analisis, yaitu
1) Menganalisis pelaksanaan dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan. Dari analisis
diperoleh pelaksanaan kegiatan PLPBK di kelurahan Dukuh, Kabupaten Sukoharjo telah sesuai
dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan.
2) Evaluasi dengan mambandingkan Indikator Capaian Kinerja Program dengan realisasi,
3) Evaluasi yang diperoleh dengan indepth interview kepada stakeholder terkait dan
masyarakat penerima manfaat dengan 4 indikator evaluasi yang ditanyakan, diperoleh
kesimpulan bahwa kegiatn PLPBK sudah berjalan dengan baik dan memberikan
manfaat kepada masyarakat di kawasan prioritas.
2. Dampak dari program PLPBK di kelurahan Dukuh, Kabupaten Sukoharjo yang
dirasakan masyarakat miskin dan rentan dengan cara :
1) observasi langsung ke lapangan diperoleh kesimpulan bahwa program ini sangat dirasakan
bermanfaat bagi masyarakat miskin dan rentan baik dari segi sosial dan ekonomi.
2) dengan indepth interview kepada masyarakat
penerima manfaat diperoleh rata-rata tingkat persepsi masyarakat terhadap dampak kegiatan
PLPBK bermanfaat bagi masyarakat adalah lebih dari 80% telah meningkatkan kualitas
infrastruktur permukiman dan sosial masyarakat di kawasan prioritas, sehingga dapat
disimpulkan program PLPBK di kawasan prioritas telah dapat memberikan dampak ekonomi
dan sosial masyarakat melalui penekanan jumlah pengeluaran untuk pembelian air bersih.
Dengan adanya program PLPBK di kawasan prioritas telah menumbuhkan rasa kebersamaan
warga dalam bergotong royong dan menambah pengalaman warga dalam berorganisai. 3. Dari
hasil analisis, dapat dinilai bahwa program ini berhasil, sehingga dapat dikembangkan sesuai
dengan strategi-strategi yang telah dihasilkan dan disesuaikan
dengan arah kebijakan dari pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
kota Sukoharjo, yaitu :
a. Peningkatan kapasitas dari dokumen perencanaan partisipatif yang dihasilkan pada
program PLPBK sebagai dokumen penjelasan RTRW kota Sukoharjo untuk level
kelurahan.
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b. Mendorong masyarakat agar dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan
perorangan untuk menyalurkan CSR nya.
c. Peningkatan koordinasi semua produk perencanaan yang ada di kota Sukoharjo.
d. Peningkatan kinerja dan semangat dalam melaksanakan program PLPBK, sehingga didapatkan
hasil yang berkualitas.
Percepatan pelaksanaan revisi Perda no. 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Sukoharjo untuk
masalah penetapan lokasi RTH.
f. Pemberian Reward dan Punishment kepada lokasi PLPBK yang dapat melaksanakan kegiatan
yang bersih dari unsur politis dan KKN.
b. Saran
Dari hasil dan kesimpulan penelitian ini dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1. Mereplikasi program PLPBK di kota Sukoharjo.
2. Membentuk Forum Pemberdayaan Kota, yang merupakan wadah pembelajaran bagi
masyarakat untuk mempersiapkan kemampuan masyarakat untuk dapat melaksanakan program
dengan basis pemberdayaan.
3. Mereplikasi tata cara perencanaan partisipatif pada program PLPBK untuk meningkatkan
kualitas hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kota.
4. Kepada pemerintah kota Sukoharjo disarankan agar menjadikan Dokumen Perencanaan
yang dihasilkan dengan cara partisipatif pada program PLPBK sebagai pedoman pendukung
dalam rencana pembangunan di kota Sukoharjo.
c. Persantunan
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada
pihak-pihak yang telah memberi bantuan untuk penelitian skripsi dan penulisan artikel
ilmiah:
1.   Bapak Tri Budi Setiawan S.ip Selaku Lurah di Kelurahan Dukuh, Kabupaten
Sukoharjo.
2.   Bapak Wiji, Selaku Ketua RW di Desa Jomblang.
3.   Bapak Sagi, Selaku Ketua RW di Desa Tegalrejo.
4. Para tokoh dan warga masyarakat Desa Jomblang dan Desa Tegalrejo.
Penulis menyadari bahwa tersusunnya artikel ini tidak lepas dari kelalaian dan masih jauh
dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk
menyelesaikan tahap artikel berikutnya.
Akhir kata, penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat dan menambah serta memperluas
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ilmu pengetahuan bagi  penulis sendiri pada khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya.
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